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HARI Film Nasional yang diperingati 30 Maret merupakan

sebuah momen penting yang menyoroti kekayaan warisan

budaya melalui medium sinematik. Tema perayaan tahun ini,

�Aktor Tangguh, Industri Tumbuh�, mengarahkan perhatian

kita pada peran penting para aktor dalam membentuk dan

memperkaya industri film Indonesia. Pada konteks ini, anali-

sis teori Mechanical Reproduction Walter Benjamin dapat

memberikan wawasan yang menarik tentang peran aktor

dan dinamika industri film telah berubah, terutama di masa

era digital saat ini.

Konsep Mechanical Reproduction mengacu pada per-

ubahan mendasar dalam produksi dan distribusi karya seni.

Ketika teknologi reproduksi massal memungkinkan karya

seni untuk dihasilkan dalam jumlah besar dan dengan mu-

dah didistribusikan ke berbagai lapisan masyarakat. Untuk

konteks film, teknologi ini telah mengubah cara kita mempro-

duksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi film. 

Di era digital saat ini, konsep Mechanical Reproduction

berkembang pesat. Produksi film tidak lagi terbatas pada stu-

dio-studio besar, tetapi juga melibatkan produsen 

* Bersambung hal 7 kol 1

YOGYA (KR) - Media

massa memiliki peranan

penting untuk menye-

barkan informasi kepada

masyarakat. Media harus

mampu menyajikan pesan

atau berita yang di-

inginkan oleh audiens, ti-

dak hanya dari konten na-

mun juga termasuk ba-

gaimana teknis penyam-

paian berita itu sendiri. 

Saat ini dalam penulisan

berita tidak hanya me-

mentingkan pendekatan

seleksi, tetapi lebih kepada

pendekatan pembentukan

berita atau creation of

news. Artinya wartawan

sendiri yang membentuk

peristiwa, termasuk dalam

penulisan yang mengang-

kat feature pariwisata. 

Disertasi dengan bahas-

an tersebut, telah mengan-

tarkan Ronny Sugiantoro

MM CHE meraih gelar

Doktor Program Studi Ilmu

Pendidikan Bahasa, Uni-

versitas Negeri Yogyakarta

(UNY), dengan predikat

cumlaude. Ujian Terbuka

Promosi Doktor dengan dis-

ertasi berjudul ‘Penulisan

Feature Pariwisata di

Media Online, Analisis

Wacana Kritis’ ini dilang-

sungkan di Gedung WS

Rendra UNY, Kamis  (28/3).
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JAKARTA (KR) - Direk-

torat Jenderal Perhubung-

an Darat (Ditjen Hubdat)

Kementerian Perhubungan

(Kemenhub) membuka

kembali pendaftaran mudik

gratis menggunakan sarana

transportasi bus dengan

kuota sebanyak 10.000

orang untuk arus mudik

dan balik Lebaran 2024/Idul

Fitri 1445 Hijriah.

“Ditjen Perhubungan

Darat menyiapkan kem-

bali kuota untuk 10.000

orang sehingga diharap-

kan masyarakat bisa me-

manfaatkan sebaik-baik-

nya kuota ini. Sistemnya

sama seperti sebelumnya,

siapa cepat dia dapat. De-

ngan ini maka Ditjen Hub-

dat menyediakan kuota

seluruhnya 40.088 orang

untuk mudik gratis 2024,”

kata Direktur Jenderal

Perhubungan Darat Ke-

menhub Hendro Sugiatno

di Jakarta, Jumat (29/3).

Hendro mengatakan,

Ditjen Perhubungan Darat

sebelumnya telah membu-

ka pendaftaran mudik

gratis Angkutan Lebaran

1445 Hijriah sejak 6 Maret

2024 dengan kuota 30.088

untuk arus mudik dan ba-

lik. Kuota tersebut telah

terpenuhi pada kota tu-

juan mudik dan arus balik.

Dijelaskan, dari kuota

yang disiapkan sebanyak

30.088 kursi, terdiri atas

24.368 orang untuk arus

mudik dan 5.720 orang un-

tuk arus balik dengan 
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KEMENHUB BUKA KUOTA LAGI

Mudik Gratis untuk 10.000 Orang
JAKARTA (KR) - Pemerintah Republik Indonesia

dan Pemerintah Republik Singapura mulai member-

lakukan secara efektif perjanjian tentang ekstradisi

buronan per 21 Maret 2024.

“Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ini

merupakan capaian kerja sama di bidang hukum yang

luar biasa dan menjadi sejarah keberhasilan diplomasi

yang sangat penting,” ujar Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna H Laoly di

Jakarta, Jumat (29/3).

Perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura ini meru-

pakan perjanjian ekstradisi ke-12 yang telah diber-

lakukan Pemerintah Indonesia setelah dengan Malay-

sia, Filipina, Thailand, Australia, Hong Kong SAR,

Republik Korea, Republik Rakyat China, India, Papua

Nugini, Vietnam, Persatuan Emirat Arab, dan Iran.

Perjanjian yang ditandatangani di Bintan, Kepulauan

Riau oleh Yasonna pada 25 Januari 2022 tersebut telah

diratifikasi melalui Undang Undang Nomor 5 Tahun

2023 tentang Pengesahan Perjanjian antara Peme-

rintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik

Singapura tentang Ekstradisi Buronan.

Menurut Yasonna, perjanjian tersebut menjadi se-

jarah keberhasilan diplomasi Indonesia mengingat

Singapura sebelumnya hanya memiliki kerangka kerja

sama ekstradisi dengan negara-negara dan yurisdiksi

tertentu. “Yakni Amerika Serikat, Jerman, Hong Kong

SAR, dan negara-negara yang tergabung 
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INDONESIA-SINGAPURA

Mulai Berlakukan Perjanjian Ekstradisi Buronan

WARTAWAN ‘KR’ RAIH DOKTOR UNY PREDIKAT CUMLAUDE

Angkat Pola Penulisan Feature Pariwisata 

● AKHIR Februari lalu

anakku dan teman-teman-

nya ikut lomba drumband

tingkat Taman Kanak-ka-

nak di Purawisata Yogya-

karta. Beberapa hari kemu-

dian anakku menunjukkan

tropi sebagai juara III.

ÒKalau temanku kemarin ti-

dak salah jalan, juara satu,

lho!Ó katanya. (Wahib M,

Sangularan Sumberejo,

Tempel Sleman 55552)-f

YOGYA (KR) - Dinas Perhubungan (Dishub) DIY

menyiapkan beberapa skema pengaturan lalu lintas gu-

na meminimalisasi terjadinya kepadatan dan insiden

kecelakaan. Termasuk menyiapkan jalur utama dan al-

ternatif bagi para pemudik yang akan berkunjung ke

DIY pada masa mudik Idul Fitri nanti. Sedangkan ma-

najemen rekayasa lalu lintas selama Lebaran akan di-

lakukan masing-masing kabupaten/kota di titik-titik

yang biasanya padat. 

“Sebetulnya dalam momentum Idul Fitri ini persia-

pannya tidak jauh berbeda dengan Natal dan tahun

baru, dimana ada empat jalur utama yang bisa dilalui

pemudik apabila ingin masuk ke wilayah DIY. Di an-

taranya jalur utama sisi Utara yakni Tempel-Jalan

Magelang, sisi Timur di Prambanan-Jalan Yogya-Solo,

sisi Selatan Patuk-Jalan Yogya-Wonosari, serta sisi

Barat di Wates-Jalan Yogya-Purworejo,” kata Kepala

Seksi Pengendalian Operasi Dishub DIY Lazuardi di

Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (28/3).

Lazuardi mengatakan, bagi para pemudik yang ha-

nya lewat Yogya diminta untuk lewat jalur alternatif.

Seperti jalur Manisrenggo-Ngemplak, Prambanan-Ratu

Boko/Breksi/Candi ljo, Ngluwar-Dekso-Kenteng-Go-

dean, serta Congot-Jalan Daendels-Srandakan. Adapun

untuk jalur Bukit Bego yang meliputi Imogiri, Tanjakan

Bokongsemar Patuk, Tanjakan Goa Kiskendo, serta

Tanjakan Cino Mati Pleret disarankan kondisi 
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CEGAH KEPADATAN DAN KECELAKAAN

Dishub DIY Siapkan Skema Jalur Mudik

KR-Antara/Muhammad Iqbal

Menhub Budi Karya Sumadi memeriksa pesawat
yang akan melayani penerbangan mudik dan ba-
lik Idul Fitri saat meninjau persiapan mudik di
Bandara Soekarno- Hatta, Tangerang, Banten,
Jumat (29/3/2024). 

KR-Surya Adi Lesmana

Dr Ronny Sugiantoro MM CHE (ketiga kanan) bersama Tim Penguji.

KR-Antara/Anis Efizudin

LIBUR SANTRI: Santriwati duduk di dekat barang-barang saat menunggu jemputan untuk pulang di
Pondok Pesantren Pandanaran, Sleman, Jumat (29/2/2024). Sejumlah ponpes meliburkan santrinya pa-
da musim libur tahun ajaran 2023/2024 dan libur Idul Fitri 1445 H mulai 29 Maret sampai 26 April 2024
mendatang. 

SOAL HAK ANGKET PEMILU 2024

Puan Menyebut Belum Ada Pergerakan
JAKARTA (KR) - Usulan hak

angket yang kerap disuarakan

Fraksi PDIP, sampai saat ini ter-

nyata belum ada pergerakan. Apa-

lagi sampai rencana pembentukan

panitia khusus (pansus) untuk

menyelidiki indikasi kecurangan

Pemilu 2024.

“Belum ada pergerakan,” ujar

Ketua DPR RI Puan Maharani di

Gedung Nusantara II, Kompleks

Parlemen Jakarta, Kamis (28/3).

Puan menyatakan, masih melihat

kelanjutan usulan hak angket terse-

but. Sebab, usulan tersebut meru-

pakan hak anggota DPR. “Pokoknya,

yang terbaik untuk dilakukan bagi

bangsa, ya boleh saja, tapi kan belum

ada,” ujar Puan.

Menurutnya, Fraksi PDIP tentu

memiliki harapan agar usulan terse-

but dapat terealisasi. Namun, terda-

pat aturan yang menjelaskan

mekanisme hak angket yang harus

diusulkan minimal 25 anggota DPR

dan dua fraksi.

Sebelumnya, anggota DPR Fraksi

PDIP Adian Napitupulu mengata-

kan, pihaknya sudah memiliki

naskah akademik untuk pengusulan

hak angket menyelidiki kecurangan

Pemilu 2024. Naskah akademik

tersebut merupakan hasil kajian

bersama pakar, akademisi, hingga

berbagai kelompok masyarakat.
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JAKARTA (KR) - De-

wan Perwakilan Rakyat

(DPR) RI akhirnya menge-

sahkan revisi Undang-Un-

dang (UU) No 6 Tahun

2014 tentang Desa menja-

di UU. Salah satu yang di-

atur adalah masa jabatan

kepala desa (kades) sela-

ma 8 tahun dan dapat di-

pilih kembali maksimal

dua periode.

Ketua DPR Puan Ma-

harani menjelaskan, revisi

UU Desa telah melewati

berbagai dinamika dan

menyerap aspirasi banyak

kelompok. Perundang-un-

dangan tersebut tak ha-

nya fokus pada masa ja-

batan, melainkan juga ke-

sejahteraan kepala desa,

Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) dan pe-

rangkat desa.

“UU ini sudah menjadi

satu keputusan yang ter-

baik untuk semua dan ini

prosesnya sudah panjang.

Kita semua juga sudah

tahu, sudah melibatkan

semua pihak,” ujar Puan

di Gedung Nusantara II,

Kompleks Parlemen, Ka-

mis (28/3).

Terdapat tujuh poin uta-

ma dalam revisi UU Desa.

Pertama, penyisipan Pa-

sal 5a tentang pemberian

dana konservasi dan/atau

rehabilitasi. Kedua, keten-

tuan Pasal 26, Pasal 50

dan Pasal 62 ditambah

pengaturan terkait pem-

berian tunjangan purna

tugas satu kali di akhir

masa jabatan kepala desa,

BPD dan perangkat desa

sesuai kemampuan ke-

uangan desa.

Ketiga, penyisipan Pa-

sal 34a terkait syarat jum-

lah calon kepala desa da-

lam pemilihan kepala de-

sa (Pilkades). Keempat,

ketentuan Pasal 39 yang

mengatur masa jabatan

kepala desa menjadi dela-

pan tahun, dengan maksi-

mal kepemimpinan sela-

ma dua periode.

Dalam UU Desa yang

lama, kepala desa dapat

memegang jabatan sela-

ma enam tahun yang ter-

hitung sejak tanggal

pelantikan. Dengan mak-

simal masa kepemimpin-

an selama tiga periode.

Poin perubahan kelima,

ketentuan Pasal 72 ter-

kait sumber pendapatan

desa. Selanjutnya, keten-

tuan Pasal 118 soal keten-

tuan peralihan. Terakhir,

ketentuan Pasal 121a

tentang pemantauan dan

peninjauan undang-un-

dang.   (Obi)-f

Tidak Terbit:

SEHUBUNGAN Hari

Libur Nasional Hari Pas-

kah, maka SKH Kedau-

latan Rakyat tidak terbit

pada hari Minggu (31

Maret 2024). KR akan

mengunjungi pembaca

kembali, Senin (1 April

2024). Pembaca, pema-

sang iklan dan relasi ha-

rap maklum. (Penerbit) -f


